
 
Vol. 02 No. 03 Tahun 2025 DOI : https://doi.org/10.36859/gij.v2i3.4379 

 

DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA DAN SWISS MELALUI 

DIASPORA DALAM MENINGKATKAN PERDAGANGAN 

PERIODE 2021–2023 

Jerlyn Siswana Adryan Pongmassangka 

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani 

 

Abstrak 

Penelitian ini membahas peran diplomasi publik Indonesia melalui komunitas 

diaspora di Swiss dalam meningkatkan perdagangan bilateral pada periode 2021–
2023. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena globalisasi dan 

perkembangan teknologi informasi yang mengubah pola diplomasi dari pendekatan 
tradisional berbasis hard power menuju soft power. Diaspora Indonesia di Swiss 

menjadi salah satu aktor non-negara yang memiliki peran strategis dalam 
memperluas akses pasar produk Indonesia di Eropa, khususnya melalui 

pemanfaatan perjanjian Indonesia–European Free Trade Association Comprehensive 
Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) dan pendirian Indonesia Trading House 

(ITH) di Swiss. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif, mengandalkan data sekunder dari literatur, dokumen resmi, dan 
publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diaspora berperan sebagai 

penghubung antara pelaku usaha Indonesia dengan pasar Swiss melalui promosi 
produk, kolaborasi bisnis, partisipasi pameran dagang, serta pemanfaatan platform 

digital. Pemerintah Indonesia, melalui KBRI Bern, mendukung inisiatif tersebut 
dengan fasilitasi pelatihan ekspor-impor dan sosialisasi IE-CEPA. Kesimpulannya, 

diplomasi publik berbasis diaspora terbukti memberikan kontribusi signifikan 
terhadap peningkatan nilai ekspor, diversifikasi produk, dan penguatan hubungan 

ekonomi Indonesia–Swiss. 
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Abstract 

This study examines the role of Indonesia’s public diplomacy through the diaspora 
community in Switzerland in enhancing bilateral trade during the 2021–2023 period. 
The research stems from the phenomenon of globalization and the advancement of 

information technology, which have transformed diplomacy from a traditional hard 
power approach to soft power. The Indonesian diaspora in Switzerland serves as a 
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strategic non-state actor in expanding market access for Indonesian products in 

Europe, particularly through the utilization of the Indonesia–European Free Trade 
Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) and the 
establishment of the Indonesia Trading House (ITH) in Switzerland. Using a qualitative 
descriptive approach and relying on secondary data from literature, official documents, 
and related publications, the findings indicate that the diaspora acts as a bridge 
between Indonesian entrepreneurs and the Swiss market through product promotion, 

business collaboration, trade exhibitions, and digital platforms. This diaspora-based 
public diplomacy has significantly contributed to increasing export value, product 
diversification, and strengthening Indonesia–Switzerland economic relations. 
Keywords: Public Diplomacy, Diaspora, Trade, Indonesia, Switzerland 

 
1. PENDAHULUAN 

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan 

hubungan internasional, terutama melalui perkembangan teknologi 

informasi dan munculnya aktor-aktor non-negara yang berperan aktif. 

Pergeseran dari diplomasi tradisional berbasis hard power menuju diplomasi 

modern yang mengedepankan soft power telah melahirkan konsep diplomasi 

publik, yaitu strategi komunikasi pemerintah dengan publik asing guna 

membangun citra positif negara (Melissen, 2005). 

Dalam konteks Indonesia, diaspora menjadi salah satu aset strategis 

dalam diplomasi publik, khususnya dalam meningkatkan hubungan 

ekonomi dengan negara mitra. Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 

76 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 7 Tahun 2017 

mengakui diaspora sebagai masyarakat Indonesia di luar negeri, termasuk 

WNI, eks-WNI, dan keturunannya. Diaspora di Swiss, misalnya, tidak hanya 

berperan dalam bidang sosial-budaya, tetapi juga sebagai penggerak 

perdagangan dan investasi lintas negara. 

Hubungan perdagangan Indonesia–Swiss menunjukkan tren positif. 

Pada 2022, nilai ekspor Indonesia ke Swiss mencapai USD 2,21 miliar, 

dengan surplus perdagangan sebesar USD 1,78 miliar (FOCBS, 2023). 

Produk unggulan seperti logam mulia, alas kaki, tekstil, kopi, dan minyak 

atsiri menjadi komoditas utama. Peran diaspora pebisnis di Swiss yang 

bergerak di sektor restoran, jasa, dan furniture turut memperluas akses 

pasar bagi produk Indonesia. Inisiatif seperti pendirian Indonesia Trading 

House (ITH) di Aargau pada 2022 menjadi pintu masuk strategis produk 



Indonesia ke pasar Eropa, sekaligus implementasi perjanjian Indonesia–EFTA 

CEPA (Kementerian Perdagangan RI, 2022). 

Namun, diaspora Indonesia di Swiss juga menghadapi kendala, seperti 

hambatan regulasi ekspor produk kosmetik berbahan alami dan rempah-

rempah. Oleh karena itu, diplomasi publik perlu diarahkan untuk mengatasi 

tantangan ini melalui tiga dimensi utama yang dikemukakan Mark Leonard 

(2002): news management, strategic communication, dan relationship 

building. Pendekatan ini memadukan strategi komunikasi terencana, 

penguatan jejaring, dan pengelolaan opini publik internasional untuk 

mendukung kepentingan ekonomi nasional. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran diplomasi publik 

Indonesia melalui diaspora di Swiss dalam meningkatkan perdagangan 

periode 2021–2023. Secara khusus, penelitian mengkaji bentuk strategi yang 

dilakukan, efektivitasnya, serta tantangan yang dihadapi. Pendekatan yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data sekunder dari studi 

pustaka, dokumen resmi, dan publikasi akademik yang relevan. 

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya optimalisasi potensi 

diaspora sebagai agen diplomasi ekonomi, sekaligus kontribusinya terhadap 

pencapaian kepentingan nasional di bidang perdagangan internasional. 

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan masukan 

strategis bagi perumusan kebijakan diplomasi publik Indonesia yang lebih 

adaptif, khususnya di kawasan Eropa. 

2. PEMBAHASAN 

Hubungan perdagangan internasional saat ini tidak lagi menjadi 

domain eksklusif aktor negara, tetapi melibatkan peran penting aktor non-

negara, termasuk diaspora. Dalam konteks hubungan Indonesia–Swiss, 

keberadaan diaspora Indonesia di Swiss menjadi aset strategis yang dapat 

memperkuat posisi Indonesia dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang 

tercipta melalui perjanjian Indonesia–European Free Trade Association 

Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA). Perjanjian ini 

mulai berlaku pada 1 November 2021, membuka akses pasar yang lebih luas 

bagi produk dan jasa Indonesia di kawasan EFTA (European Free Trade 



Association) yang meliputi Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein 

(Kemlu RI, 2021). 

Pentingnya kontribusi diaspora dalam perdagangan Indonesia–Swiss 

dapat dianalisis melalui kerangka diplomasi publik, yang menempatkan 

mereka sebagai aktor penghubung antara negara asal dan negara penerima. 

Dalam hal ini, diaspora tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga 

pelaku aktif dalam memfasilitasi perdagangan, promosi produk, dan 

perluasan jejaring bisnis lintas negara (Leonard, 2002). 

 

Kerangka Teori: Diplomasi Publik dan Diaspora Diplomacy 

Menurut Mark Leonard (2002), diplomasi publik memiliki tiga dimensi 

utama: 

 News Management 

Dimensi manajemen berita memberikan penjelasan serta 

menunjukan bagaimana kebijakan dalam dan luar negeri suatu 

negara, tujuannya adalah untuk membentuk opini pada 

masyarakat mengenai isu-isu yang sedang terjadi di suatu 

negara. Manajemen berita seringnya berkaitan atau disesuaikan 

dengan masalah sehari-hari yang kemudian berkaitan dengan 

manajemen komunikasi dan diselaraskan dengan diplomasi 

tradisional.  

  

 Strategic Communication 

Dimensi kedua dari teori diplomasi publik milik Mark 

Leonard adalah komunikasi strategis. Penjelasan Mark leonard 

mengenai komunikasi strategis adalah dimensi ini bentuknya 

seperti kampanye politik dengan menyebarkan nilai-nilai positif 

suatu negara, tujuannya tentu untuk memberikan pengaruh 

persepsi publik. Dimensi komunikasi strategis dapat dilakukan 

dengan merancang serangkaian kegiatan strategis yang 

berkaitan dengan identitas suatu negara baik dari budaya 

maupun bahasa yang ditujukan kepada masyarakat 

internasional. 



 

 Relationship Building 

Dimensi terakhir dari diplomasi publik adalah 

pembangunan hubungan yang dapat dilakukan melalui 

pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pelatihan dan 

pembentukan ikatan alumni. Mark leonard menjelaskan 

membangun hubungan antar aktor diplomasi dengan publik 

harusnya dapat berlangsung secara berkepanjangan agar 

nantinya dapat memenuhi kepentingan masing-masing pihak 

dalam kerjasama selanjutnya. Selain itu, mengembangkan 

hubungan yang telah dibangun dapat memastikan bahwa 

pengalaman yang diambil orang adalah positif sehingga 

memberikan image yang baik. 

 

Diaspora berperan signifikan pada dimensi terakhir, yaitu 

pembangunan hubungan jangka panjang yang berbasis kepercayaan, 

interaksi budaya, dan kepentingan ekonomi. Konsep diaspora diplomacy 

yang dikemukakan Elaine Ho dan Fiona McConnell (2019) menempatkan 

diaspora sebagai pelaku diplomasi yang otonom, mampu membangun 

jejaring transnasional (network society) untuk memajukan kepentingan 

ekonomi negara asal. 

Dalam konteks Indonesia, diaspora telah diakui secara formal melalui 

Keputusan Presiden No. 76 Tahun 2017 tentang Masyarakat Indonesia di 

Luar Negeri, yang mengatur hubungan hukum dan program fasilitasi bagi 

diaspora. Keberadaan komunitas diaspora di Swiss, yang sebagian besar 

berasal dari jalur migrasi kerja, pendidikan, maupun perkawinan lintas 

negara, memberi peluang strategis bagi diplomasi publik Indonesia untuk 

memasuki pasar Swiss dengan pendekatan yang lebih personal dan berbasis 

komunitas (Kemlu RI, 2022). 

 

IE-CEPA sebagai Peluang Ekonomi bagi Diaspora 

IE-CEPA memberikan berbagai fasilitas perdagangan, termasuk 

penghapusan tarif bea masuk, perlindungan investasi, pengakuan kekayaan 



intelektual, dan fasilitasi perdagangan jasa (EFTA Secretariat, 2018). Bagi 

diaspora Indonesia di Swiss, perjanjian ini menjadi instrumen hukum yang 

dapat dimanfaatkan untuk memperluas kegiatan ekspor-impor, khususnya 

produk unggulan Indonesia seperti kopi, kakao, rempah, tekstil, kerajinan, 

dan produk halal. 

Pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia 

(KBRI) di Bern, aktif menyosialisasikan manfaat IE-CEPA kepada komunitas 

diaspora melalui kegiatan seperti Business Gathering. Kegiatan ini membantu 

diaspora memahami regulasi teknis, prosedur bea cukai, sertifikasi produk, 

hingga strategi penetrasi pasar Swiss (Kemlu RI, 2021). 

 

Peran Konkret Diaspora dalam Perdagangan Indonesia–Swiss 

 Business Gathering dan Edukasi Teknis 

Pada 17 Desember 2021, KBRI Bern mengadakan Business 

Gathering yang mempertemukan diaspora pelaku usaha dari 

berbagai sektor, seperti restoran, kopi, produk halal, dan salon 

kecantikan. Acara ini menjadi ruang berbagi informasi terkait 

peluang bisnis, tantangan logistik, dan pemanfaatan fasilitas IE-

CEPA (Kemlu RI, 2021). Keberadaan diaspora dalam forum ini 

mempercepat arus informasi pasar dan mendorong kolaborasi 

antar pelaku usaha lintas sektor. 

 

 Indonesia Trading House (ITH) di Swiss 

Peresmian Indonesia Trading House di Aargau, Swiss, pada 

2022 menjadi tonggak penting keterlibatan diaspora dalam 

perdagangan internasional. ITH didirikan bekerja sama dengan 

Pasar Indonesia AG, milik diaspora Indonesia, untuk menjadi 

pusat distribusi produk makanan dan non-makanan asal 

Indonesia. Fungsi ITH sebagai hub logistik dan promosi 

memungkinkan diaspora memotong rantai distribusi, menekan 

biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produk UMKM di 

pasar Eropa (KADIN, 2022). 

 



 Indonesia Pavilion dan Indonesian Night 

Kegiatan Indonesia Pavilion dan Indonesian Night yang 

diselenggarakan bersamaan dengan World Economic Forum di 

Davos menjadi ajang promosi budaya sekaligus perdagangan. 

Diaspora turut menjadi duta informal yang memperkenalkan 

kuliner, seni, dan kerajinan Indonesia kepada jejaring bisnis 

internasional. Strategi ini sejalan dengan konsep soft power 

diplomacy, di mana promosi budaya memperkuat citra positif 

Indonesia dan membuka peluang perdagangan (Nye, 2004). 

 

 Exchange of Young Professional (YP) Agreement 

Kesepakatan pertukaran profesional muda (Exchange of 

Young Professional Agreement) antara Indonesia dan Swiss 

memberi peluang kerja bagi tenaga profesional Indonesia untuk 

memperoleh pengalaman internasional. Diaspora yang terlibat 

dalam skema ini dapat menjadi knowledge broker, membawa 

pulang keterampilan, jejaring, dan peluang bisnis baru (Kemlu 

RI, 2021). 

 

Analisis Kontribusi Diaspora terhadap Peningkatan Perdagangan 

Kontribusi diaspora Indonesia di Swiss terhadap perdagangan dapat dilihat 

dari beberapa aspek: 

1. Jembatan informasi pasar – Diaspora berperan sebagai penghubung 

antara produsen di Indonesia dan pembeli di Swiss, menginformasikan 

tren konsumen, regulasi teknis, dan peluang distribusi. 

2. Peningkatan daya saing produk – Melalui ITH, diaspora membantu 

UMKM Indonesia menyesuaikan produk dengan standar pasar Eropa, 

termasuk sertifikasi halal dan keamanan pangan. 

3. Promosi budaya sebagai pintu masuk perdagangan – Kegiatan seperti 

Indonesian Night menunjukkan sinergi antara diplomasi budaya dan 

promosi produk, memanfaatkan kekuatan people-to-people contact 

(Leonard, 2002). 



4. Penciptaan jejaring bisnis transnasional – Diaspora membentuk 

komunitas bisnis yang berjejaring lintas negara, memperkuat posisi 

tawar Indonesia dalam negosiasi dagang dan penetrasi pasar. 

 

Tantangan yang Dihadapi Diaspora 

Meski memiliki potensi besar, diaspora menghadapi tantangan, seperti: 

 Biaya logistik ekspor yang tinggi, khususnya untuk produk dengan 

volume kecil. 

 Kurangnya literasi ekspor di kalangan pelaku UMKM diaspora. 

 Persyaratan sertifikasi dan standar produk Eropa yang ketat. 

 Keterbatasan modal usaha dan dukungan pembiayaan. 

Faktor-faktor ini memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, 

seperti subsidi logistik, program pelatihan ekspor, dan pembentukan 

koperasi diaspora. 

 

Keterkaitan dengan Teori dan Studi Sebelumnya 

Hasil analisis ini konsisten dengan temuan penelitian Ho & McConnell 

(2019) yang menekankan peran diaspora dalam polilateral diplomacy. Selain 

itu, pola keterlibatan diaspora Indonesia di Swiss mencerminkan strategi 

relationship building yang dijelaskan Leonard (2002), di mana interaksi 

jangka panjang berbasis kepercayaan menjadi kunci keberhasilan diplomasi 

publik. Model ini juga relevan dengan konsep commercial diplomacy, yang 

menempatkan diaspora sebagai agen ekonomi yang memperluas akses pasar 

bagi negara asal (Saner & Yiu, 2014). 

 

Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan temuan ini, ada beberapa implikasi kebijakan: 

 Pemerintah perlu mengintegrasikan program diaspora ke dalam 

strategi diplomasi ekonomi nasional. 

 Perluasan peran ITH sebagai pusat distribusi regional di Eropa. 

 Penyediaan dana bergulir atau pembiayaan ekspor khusus untuk 

pelaku UMKM diaspora. 



 Peningkatan sinergi antara KBRI, KADIN, dan asosiasi diaspora dalam 

penyelenggaraan business matching. 

 

Kontribusi diaspora Indonesia di Swiss dalam perdagangan merupakan 

contoh nyata keberhasilan diplomasi publik yang memadukan peran negara 

dan masyarakat. Melalui berbagai inisiatif, diaspora tidak hanya menjadi 

promotor produk Indonesia di pasar Swiss, tetapi juga penggerak hubungan 

ekonomi yang berkelanjutan. Optimalisasi peran diaspora, dengan dukungan 

kebijakan yang tepat, dapat menjadi pilar penting dalam memperkuat daya 

saing Indonesia di pasar global. 

 

3. KESIMPULAN 

Diplomasi publik berbasis diaspora terbukti menjadi instrumen 

strategis dalam meningkatkan perdagangan Indonesia–Swiss pada periode 

2021–2023. Melalui dukungan aktif pemerintah, khususnya KBRI Bern, 

diaspora Indonesia di Swiss berperan sebagai penghubung langsung antara 

pelaku usaha Indonesia dan pasar Swiss. Implementasi perjanjian IE-CEPA 

serta pendirian Indonesia Trading House (ITH) telah memperluas akses pasar, 

meningkatkan daya saing produk, dan memperkuat hubungan ekonomi 

bilateral. 

Diaspora tidak hanya menjalankan fungsi promosi produk dan budaya, 

tetapi juga membangun jejaring bisnis transnasional, memberikan informasi 

pasar yang relevan, serta membantu UMKM memenuhi standar 

internasional. Sinergi ini mencerminkan keberhasilan diplomasi publik yang 

memadukan peran negara dan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan 

yang berkelanjutan, optimalisasi peran diaspora dapat menjadi pilar penting 

dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. 
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Abstrak 



Penelitian ini membahas hambatan-hambatan yang dihadapi Médecins Sans 

Frontières (MSF) dalam menjalankan misi kemanusiaan di Myanmar, khususnya 
terkait krisis etnis Rohingya. Hambatan utama yang ditemukan bersifat eksternal, 

mencakup faktor politik, hukum, sosial, dan keamanan. Pemerintah Myanmar 
memberlakukan pembatasan administratif dan hukum yang ketat, serta 

menciptakan narasi negatif terhadap organisasi internasional guna 
mempertahankan kontrol politik dan menekan pengakuan terhadap etnis Rohingya. 

Selain itu, stigma sosial yang kuat dan instabilitas keamanan di wilayah konflik 

turut memperburuk kondisi bagi organisasi kemanusiaan. Dalam mengatasi 
hambatan tersebut, MSF dan komunitas internasional melakukan berbagai upaya, 

antara lain melalui dialog diplomatik, advokasi global, pendekatan berbasis 
komunitas, serta pemanfaatan teknologi seperti drone untuk distribusi bantuan. 

Studi ini menegaskan pentingnya kerja sama multilateral dan pendekatan yang 
adaptif dalam merespons tantangan kemanusiaan di tengah dinamika politik dan 

sosial yang kompleks. 

Kata Kunci: Doctors Without Borders, Konflik Etnis, Rohingya, Myanmar 

 

Abstract 

This research discusses the obstacles faced by Médecins Sans Frontières (MSF) in 
carrying out its humanitarian mission in Myanmar, particularly in relation to the 
Rohingya ethnic crisis. The main obstacles found are external, including political, legal, 

social and security factors. The Myanmar government imposes strict administrative 
and legal restrictions, and creates negative narratives against international 
organizations to maintain political control and suppress recognition of the Rohingya. In 
addition, strong social stigma and security instability in conflict areas also worsen 
conditions for humanitarian organizations. To overcome these obstacles, MSF and the 
international community made various efforts, including through diplomatic dialogue, 
global advocacy, community-based approaches, and the use of technology such as 
drones for aid distribution. This study emphasizes the importance of multilateral 
cooperation and adaptive approaches in responding to humanitarian challenges amid 

complex political and social dynamics. 

Keywords: Doctors Without Borders, Ethnic Conflict, Rohingya, Myanmar 

 

1. PENDAHULUAN 

Hubungan internasional merupakan interaksi kompleks yang melibatkan 

berbagai aktor dengan karakteristik, pola, dan tujuan yang berbeda, yang 

bisa berujung pada kerja sama atau konflik. Organisasi internasional seperti 

PBB, Uni Eropa, dan WTO menjadi wadah penting bagi negara-negara untuk 

berkolaborasi menghadapi isu global. Menurut Robert O. Keohane, organisasi 

internasional membantu mengurangi ketidakpastian dalam sistem 

internasional yang anarkis dengan menyediakan informasi, menurunkan 



biaya transaksi, serta membentuk norma bersama untuk mendorong kerja 

sama. Meski dianggap sebagai instrumen negara-negara besar, organisasi ini 

tetap vital dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia.1 

Dalam hubungan internasional, konflik muncul dari berbagai faktor 

seperti perbedaan etnis, agama, ideologi, hingga ekonomi. Joshua S. 

Goldstein mengidentifikasi enam jenis utama konflik internasional, salah 

satunya adalah konflik etnis, seperti yang dialami oleh etnis Rohingya di 

Myanmar. Konflik Rohingya berakar pada diskriminasi etnis dan agama, 

memicu pelanggaran HAM besar-besaran dan mendorong eksodus pengungsi 

ke negara-negara tetangga. Myanmar, dengan keragaman etnisnya, 

mengalami ketegangan panjang, terutama di negara bagian Rakhine, di mana 

Rohingya, minoritas Muslim, mengalami diskriminasi struktural oleh 

mayoritas Buddha dan pemerintah Myanmar.2 

Konflik etnis Rohingya meletus hebat pada tahun 2012, dipicu oleh 

insiden kekerasan yang kemudian berkembang menjadi pembunuhan 

massal, pembakaran rumah, serta pengusiran paksa. Myanmar tidak 

mengakui Rohingya sebagai warga negara, memperburuk kondisi mereka. 

Gelombang kekerasan ini menarik perhatian dunia internasional, termasuk 

negara-negara Asia Tenggara, karena krisis pengungsi yang dihasilkan 

berdampak luas. Dalam konteks ini, Médecins Sans Frontières (MSF) 

memainkan peran kunci sebagai organisasi kemanusiaan yang memberikan 

layanan kesehatan kepada komunitas Rohingya di Myanmar, Bangladesh, 

dan Malaysia.3 

MSF, berlandaskan prinsip netralitas, independensi, dan 

ketidakberpihakan, telah aktif membantu Rohingya sejak 1992. Mereka 

menyediakan layanan kesehatan dasar, dukungan kesehatan mental, serta 

bantuan kepada korban kekerasan seksual di tengah kondisi kamp 

                                            
1 Karns, M. P., & Mingst, K. A. “International Organizations: The Politics and Processes 

of Global Governance”. Lynne Rienner Publishers. (2015) 
2 K. Putra, N. Putu, D. Gede “Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada 
Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional” (2018) 
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pengungsi yang sulit. Meski sudah lama beroperasi di Myanmar, MSF 

menghadapi banyak hambatan, seperti larangan beroperasi pada 2014 akibat 

tuduhan keberpihakan terhadap Rohingya oleh pemerintah Myanmar. 

Situasi ini menunjukkan betapa sulitnya menjalankan misi kemanusiaan di 

tengah tekanan politik dan konflik yang kompleks.4 

Penelitian tentang hambatan MSF di Myanmar sangat penting untuk 

memahami tantangan operasional organisasi kemanusiaan di wilayah 

konflik. Hambatan seperti pembatasan akses, ancaman keamanan, dan 

tekanan administratif dapat menghambat pemberian bantuan yang sangat 

dibutuhkan. Dengan mengkaji kasus MSF dalam konflik Rohingya, penelitian 

ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang strategi yang lebih efektif 

dalam operasi kemanusiaan, tetapi juga menjadi pelajaran bagi organisasi 

lain yang menghadapi situasi serupa di berbagai belahan dunia. 

Dalam pembahasan yang berjudul "Faktor Penghambat Doctors Without 

Borders (Médecins Sans Frontières) Dalam Menjalankan Bantuan 

Kemanusiaan Pada Konflik Etnis Rohingya Di Myanmar", menggunakan 

metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Dengan Rumusan 

Masalah Faktor apa yang menjadi tantangan dan hambatan utama yang 

dihadapi oleh Dokter Tanpa Batas (Médecins Sans Frontières) dalam 

menjalanakan bantuan kemanusiaan di tengah konflik etnis Rohingya di 

Myanmar dan upaya apa yang MSF lakukan untuk bisa tetap bisa beroperasi 

di Myanmar, khususnya negara bagian Rakhine dan memberikan bantuan 

kepada korban konflik?. Tujuan yang ingin dicapai secara umum dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menghambat MSF 

dalam menjalankan bantuan kemanusiaan pada konflik etnis Rohingya di 

Myanmar. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa 

saja upaya yang dilakukan Doctors Without Borders (Medecins Sans 

Frontieres) dalam mengatasi hambatan dan tantangannya dalam 

menjalankan bantuan kemanusiaan pada konflik etnis Rohingya di 

Myanmar. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang 
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bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena terkait hambatan 

yang dialami staff organisasi MSF pada konflik etnis Rohingya di Myanmar. 

Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengumpulkan data yang mendalam 

dan memberikan analisis yang komprehensif terhadap isu yang diteliti.  

Teori Liberalisme Institusional 

 Pada abad ke-17, liberalisme mulai muncul dalam ilmu hubungan 

internasional, dimulai dengan pandangan John Locke mengenai kemajuan 

manusia dalam masyarakat sipil dan ekonomi kapitalis modern yang 

berkembang di negara-negara yang menjamin kebebasan individu. 

Selanjutnya, Jeremy Bentham menyoroti bagaimana negara liberal 

menghormati hukum internasional.5 Setelah Perang Dunia II, liberalisme 

dibagi menjadi empat aliran utama: liberalisme sosiologi, interdependensi 

institusional, dan republikan. Keempat aliran ini menggambarkan aspek-

aspek penting dari pemikiran liberal tentang hubungan internasional.6 

Dalam penelitian ini, hanya teori liberalisme institusional yang digunakan 

sebagai dasar penelitian.  

Teori liberalisme institusional didasarkan pada pemikiran Woodrow 

Wilson, mantan presiden Amerika Serikat, yang bercita-cita menjadikan 

dunia aman bagi demokrasi dengan mengubah hubungan internasional dari 

arena politik kekuasaan menjadi sistem yang teratur dan damai. Pemikiran 

ini diwujudkan melalui pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) 

berdasarkan Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919. Institusi 

internasional dipandang sebagai entitas independen yang dapat 

mengembangkan kerja sama antar negara.7 Menurut kaum liberal 

institusional, organisasi internasional adalah seperangkat aturan yang 

mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu, yang disebut sebagai 

'rezim'. Institusi dapat bersifat global seperti PBB atau regional seperti Uni 

Eropa dan ASEAN. Kaum liberalisme institusional percaya bahwa institusi 
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internasional meningkatkan kerja sama antar negara anggotanya dengan 

menetapkan aturan bersama demi kepentingan bersama. 

Meskipun negara tetap menjadi aktor utama dalam hubungan 

internasional, liberalisme institusional juga mengakui peran penting aktor 

non-negara. Negara bertindak rasional untuk mencapai kepentingan 

nasional di berbagai bidang dan akan menyerahkan sumber dayanya kepada 

institusi internasional jika itu menguntungkan kedua belah pihak dan 

memenuhi kepentingan nasional. Institusi internasional diyakini mampu 

meningkatkan kerja sama antar negara anggota melalui pendekatan ilmiah 

behavioralistik. Ekspansi institusionalisasi antar negara diukur melalui 

dimensi kedalaman dan ruang lingkup. Dimensi ruang lingkup berkaitan 

dengan jumlah isu yang ditangani institusi, sedangkan dimensi kedalaman 

diukur melalui tiga aspek: kebersamaan, kekhususan, dan otonomi.8  

Menurut Keohane (1989), institusi memiliki tiga peran utama dalam 

hubungan internasional: menyediakan informasi dan kesempatan 

bernegosiasi, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor 

kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmen, serta memperkuat 

harapan mengenai kesolidan kesepakatan internasional. Liberalisme 

institusional berpendapat bahwa hubungan internasional dalam institusi 

dapat mempengaruhi perilaku pemerintahan, memungkinkan kerja sama 

dan konflik dipahami dalam konteks institusi yang membantu menjelaskan 

makna penting dari tindakan negara.  

Teori liberalisme institusional cocok digunakan untuk menganalisis 

tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Doctors Without Borders 

(Médecins Sans Frontières) dalam menjalankan bantuan kemanusiaan pada 

konflik etnis Rohingya di Myanmar karena teori ini menekankan peran 

institusi internasional dalam memfasilitasi kerjasama antar negara dan aktor 

non-negara. Dalam konteks ini, liberalisme institusional membantu 

menjelaskan bagaimana organisasi seperti MSF beroperasi dalam kerangka 

kerja yang dipengaruhi oleh berbagai institusi global seperti PBB dan 

perjanjian internasional terkait hak asasi manusia dan bantuan 
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kemanusiaan. Teori ini juga menyoroti pentingnya norma-norma 

internasional dan aturan-aturan yang dapat membantu atau menghambat 

efektivitas operasi kemanusiaan. Melalui perspektif ini, peneliti dapat 

memahami bagaimana hambatan birokrasi, kurangnya akses, serta 

tantangan politik dan keamanan di Myanmar dapat berdampak pada 

kemampuan MSF untuk memberikan bantuan yang efektif. Dengan 

demikian, liberalisme institusional menyediakan kerangka analitis yang kuat 

untuk mengeksplorasi interaksi antara MSF dan berbagai entitas 

internasional, serta bagaimana dinamika ini mempengaruhi operasionalisasi 

bantuan kemanusiaan di tengah konflik etnis yang kompleks. 

Konsep Organisasi Internasional 

 Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk oleh negara-

negara atau aktor-aktor lain di arena internasional dengan tujuan untuk 

mengoordinasikan aktivitas lintas negara dalam berbagai bidang seperti 

keamanan, ekonomi, kesehatan, dan hak asasi manusia. Dalam hubungan 

internasional, organisasi internasional memainkan peran penting sebagai 

platform untuk kerjasama, dialog, dan penyelesaian konflik. Mereka juga 

berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kesepakatan internasional dan 

norma-norma global. Contoh organisasi internasional termasuk Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Médecins 

Sans Frontières (MSF). Organisasi-organisasi ini membantu negara-negara 

anggota untuk mengatasi tantangan global yang kompleks dan 

mempromosikan stabilitas dan kesejahteraan internasional melalui 

pendekatan multilateral.9 

Konsep organisasi internasional relevan dalam penelitian ini karena 

organisasi internasional berperan penting dalam menangani krisis 

kemanusiaan lintas batas negara. Doctors Without Borders (Médecins Sans 

Frontières) adalah contoh nyata dari sebuah organisasi internasional yang 

bekerja untuk memberikan bantuan medis di daerah-daerah yang dilanda 

konflik, termasuk krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di 

Myanmar. Dalam konteks ini, MSF menghadapi berbagai tantangan dan 
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hambatan yang khas bagi organisasi internasional, seperti masalah akses, 

keamanan, politik, serta perbedaan budaya dan bahasa. Studi ini 

mengeksplorasi bagaimana MSF, sebagai organisasi internasional, mengelola 

dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut dalam upayanya memberikan 

bantuan yang sangat dibutuhkan oleh komunitas Rohingya yang 

terpinggirkan dan teraniaya. Dengan demikian, penggunaan konsep 

organisasi internasional membantu mengidentifikasi dan memahami 

dinamika dan kompleksitas yang dihadapi oleh MSF dalam misinya di 

Myanmar. 

Teori Hambatan dalam Organisasi Internasional 

Hambatan yang dihadapi organisasi internasional dalam kerangka 

liberalisme institusional menurut Robert O. Keohane, meskipun organisasi 

internasional dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan memfasilitasi 

kerjasama antar negara, mereka masih dihadapkan pada berbagai tantangan 

struktural. Salah satu hambatan utama adalah kepentingan negara yang 

bervariasi. Keohane berargumen bahwa negara tetap menjadi aktor utama 

dalam politik internasional, sehingga keputusan dan kebijakan organisasi 

internasional sering kali dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara-

negara anggota, yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Selain 

itu, masalah kepatuhan dan penegakan juga menjadi tantangan serius. Meskipun 

organisasi internasional dapat menetapkan aturan dan norma, mekanisme 

penegakan sering kali lemah karena kurangnya kekuatan koersif. Hal ini 

terutama berlaku dalam situasi di mana negara-negara besar menolak untuk 

mematuhi aturan. Keohane juga menyoroti masalah legitimasi dan kepercayaan, 

di mana organisasi internasional sering kali dianggap tidak mewakili 

kepentingan global secara adil, terutama oleh negara-negara berkembang, 

yang merasa bahwa struktur kekuasaan dalam organisasi tersebut lebih 

menguntungkan negara-negara maju.10 

Teori hambatan dalam organisasi internasional mengacu pada 

berbagai kendala yang dapat menghalangi efektivitas dan operasi organisasi 

internasional dalam mencapai tujuan mereka. Salah satu teori yang sering 
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dibahas adalah teori hambatan institusional, yang menyatakan bahwa 

struktur dan prosedur internal organisasi sering kali menjadi penghalang 

utama. Termasuk birokrasi yang berlebihan, kurangnya koordinasi antar 

departemen, dan mekanisme pengambilan keputusan yang lamban. Selain 

itu, teori hambatan eksternal juga penting, di mana pengaruh negara-negara 

anggota, kepentingan nasional yang bertentangan, dan dinamika politik 

global dapat menghambat aksi organisasi internasional. Misalnya, dalam 

konteks Médecins Sans Frontières (MSF) yang beroperasi di Myanmar, 

hambatan-hambatan ini dapat mencakup pembatasan akses oleh 

pemerintah lokal, risiko keamanan, serta konflik dengan kelompok etnis atau 

politik setempat yang menghalangi distribusi bantuan.11 

Relevansi Teori hambatan organisasi internasional dalam hubungan 

internasional dengan penelitian ini adalah karena teori ini mengeksplorasi 

berbagai faktor yang menghambat efektivitas organisasi internasional dalam 

menjalankan misi dan mencapai tujuannya. Dalam konteks Doctors Without 

Borders (Médecins Sans Frontières) yang memberikan bantuan kemanusiaan 

pada konflik etnis Rohingya di Myanmar, terdapat berbagai hambatan yang 

dapat diidentifikasi dan dianalisis menggunakan teori ini. Faktor-faktor 

penghambat ini bisa berasal dari internal organisasi, seperti keterbatasan 

sumber daya manusia dan keuangan, hingga faktor eksternal seperti kondisi 

politik, keamanan, dan kebijakan pemerintah Myanmar yang mungkin 

menghalangi akses dan operasi MSF. Hambatan lain bisa berupa resistensi 

dari komunitas lokal atau ketidakstabilan kondisi di lapangan yang 

mempersulit distribusi bantuan. Dengan menggunakan teori hambatan 

dalam organisasi internasional, penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi MSF dan strategi yang 

dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut.  

Konsep Humanitarianisme  

 Humanitarianisme dalam hubungan internasional adalah prinsip dan 

praktik yang mendasari tindakan bantuan kemanusiaan yang bertujuan 

untuk meringankan penderitaan manusia di seluruh dunia tanpa 
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diskriminasi. Humanitarianisme didasarkan pada prinsip-prinsip 

kemanusiaan, netralitas, imparsialitas, dan kemandirian, yang memastikan 

bahwa bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan tanpa memihak pada 

pihak tertentu dalam konflik atau situasi darurat. Dalam konteks hubungan 

internasional, konsep ini melibatkan kerja sama antarnegara, organisasi 

internasional, dan non-pemerintah untuk memberikan bantuan yang cepat 

dan efektif dalam situasi krisis seperti bencana alam, konflik bersenjata, atau 

krisis kemanusiaan lainnya.  

Bentuk bantuan kemanusiaan dapat mencakup berbagai aspek, 

seperti bantuan medis dalam bentuk penyediaan layanan kesehatan darurat, 

obat-obatan, vaksinasi, serta perawatan bagi korban luka akibat konflik atau 

bencana alam. Selain itu, penyediaan pangan dan air bersih menjadi krusial 

untuk mencegah kelaparan dan penyakit akibat sanitasi yang buruk. 

Bantuan juga dapat berupa penyediaan tempat tinggal darurat, seperti tenda, 

rumah sementara, dan fasilitas pengungsian bagi mereka yang kehilangan 

tempat tinggal. Dukungan psikososial diberikan dalam bentuk konseling bagi 

korban trauma, terutama anak-anak dan perempuan yang mengalami 

kekerasan atau kehilangan keluarga akibat konflik. Pendidikan darurat juga 

menjadi perhatian dengan menyediakan akses belajar bagi anak-anak di 

wilayah konflik atau pengungsian agar hak pendidikan mereka tetap 

terpenuhi. Selain itu, rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk 

membangun kembali infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan 

jalan setelah bencana atau perang. Organisasi seperti Palang Merah 

Internasional dan Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières) 

memainkan peran kunci dalam implementasi prinsip-prinsip 

humanitarianisme ini.  

Relevansi konsep humanitarianisme dalam hubungan internasional 

dengan judul skripsi ini adalah karena prinsip etika yang mengedepankan 

pentingnya bantuan kemanusiaan yang diberikan tanpa diskriminasi kepada 

mereka yang membutuhkan, terutama dalam situasi konflik atau bencana. 

Dalam konteks hubungan internasional, konsep ini menekankan pada kerja 

sama global untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan 

dengan efektif dan adil. Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières) 



adalah salah satu organisasi kemanusiaan internasional yang beroperasi 

berdasarkan prinsip-prinsip humanitarianisme, termasuk netralitas, 

imparsialitas, dan independensi. Namun, dalam menjalankan misi 

kemanusiaannya di Myanmar, terutama di wilayah yang dilanda konflik etnis 

Rohingya, mereka menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor 

penghambat ini bisa berupa kendala politik, keamanan, aksesibilitas, serta 

tantangan birokrasi dan logistik. Analisis tentang faktor-faktor penghambat 

ini dalam konteks humanitarianisme menunjukkan bagaimana prinsip-

prinsip etika kemanusiaan dapat berbenturan dengan realitas politik dan 

sosial di lapangan, dan bagaimana organisasi seperti MSF harus beradaptasi 

untuk tetap menjalankan misi mereka di tengah tantangan tersebut. 

Hasil dan Pembahasan 

Organisasi internasional seperti Doctors Without Borders (Médecins 

Sans Frontières/MSF) sering menghadapi tantangan signifikan dalam 

menjalankan operasi kemanusiaan di wilayah konflik, termasuk di Myanmar. 

Pada konflik etnis Rohingya, MSF mengalami berbagai hambatan yang 

disebabkan oleh faktor politik, hukum, sosial, dan keamanan. Bab ini akan 

membahas secara mendalam penyebab pelarangan operasi organisasi 

internasional seperti MSF dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada 

etnis Rohingya di Myanmar. 

Faktor Yang Menjadi Hambatan  

Berdasarkan teori hambatan dalam organisasi internasional oleh 

Robert O. Keohane, terdapat dua jenis faktor pada hambatan organisasi 

internasional, yakni hambatan internal dan eksternal. Berikut adalah 

penjelasan terkait faktor-faktor yang menjadi hambatan Medecins Sans 

Frontieres (Doctors Without Borders) dalam menjalankan bantuan 

kemanusiaan pada konflik etnis Rohingya di Myanmar: 



Faktor Internal 

Keterbatasan Sumber Daya Manusia 

Médecins Sans Frontières (MSF) menghadapi tantangan besar dalam 

aspek sumber daya manusia, khususnya dalam menjalankan operasi 

kemanusiaan di wilayah konflik seperti Rakhine State, Myanmar. Kondisi 

geografis yang sulit, ketidakstabilan politik, serta ancaman kekerasan 

terhadap pekerja kemanusiaan menjadi faktor yang memperberat upaya 

perekrutan dan mempertahankan tenaga medis yang kompeten. Dalam 

konteks ini, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu 

hambatan utama dalam keberlangsungan program bantuan kemanusiaan 

MSF.12 

Selain tantangan eksternal, tekanan psikologis yang berat turut 

menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja staf medis MSF di lapangan. 

Lingkungan kerja yang penuh ancaman terhadap keselamatan jiwa 

menyebabkan munculnya kelelahan psikologis (burnout) di kalangan tenaga 

kesehatan.13 Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan 

individu, tetapi juga mengganggu efektivitas operasional organisasi secara 

keseluruhan, karena menurunnya kapasitas staf dalam memberikan 

pelayanan kesehatan yang optimal. 

Tingginya tingkat rotasi staf di lapangan semakin memperumit situasi 

tersebut. Pergantian tenaga medis yang terlalu cepat mengakibatkan 

rendahnya kontinuitas pelayanan kesehatan dan memperlemah hubungan 

dengan komunitas lokal.14 Ketidakstabilan ini berdampak negatif terhadap 

upaya pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap MSF serta terhadap 

kesinambungan program-program intervensi yang dijalankan. Dengan 
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demikian, tantangan dalam aspek sumber daya manusia menjadi salah satu 

hambatan kritis dalam efektivitas operasi kemanusiaan MSF di wilayah 

konflik. 

Masalah Koordinasi dan Komunikasi Internal 

Dalam situasi krisis, koordinasi yang efektif antara tim logistik, medis, 

dan manajemen menjadi faktor kunci dalam keberhasilan operasi 

kemanusiaan. Setiap tim memiliki peran yang saling berkaitan, sehingga 

diperlukan komunikasi yang cepat dan tepat untuk menghindari kesalahan 

yang dapat berdampak pada keselamatan korban. Tanpa koordinasi yang 

baik, upaya bantuan bisa menjadi kurang efisien dan bahkan memperburuk 

situasi di lapangan.15  

Namun, dalam praktiknya, Médecins Sans Frontières (MSF) sering 

menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kelancaran komunikasi 

antar departemen. Kompleksitas situasi di daerah konflik, keterbatasan 

infrastruktur komunikasi, serta tekanan waktu membuat koordinasi internal 

menjadi tugas yang sangat berat. Selain itu, perbedaan prioritas antar tim, 

seperti antara kebutuhan medis darurat dan pengelolaan logistik jangka 

panjang, kadang memunculkan ketegangan yang menghambat sinergi dalam 

memberikan bantuan yang efektif.16 

Keterlambatan dalam komunikasi ini berdampak pada lambatnya respons 

bantuan yang seharusnya segera diberikan kepada masyarakat terdampak. 

Misalnya, distribusi obat-obatan penting bisa tertunda karena kurangnya 

informasi yang cepat antara tim logistik dan tim medis. Oleh karena itu, 

memperkuat sistem komunikasi internal menjadi salah satu prioritas utama 

bagi MSF dalam meningkatkan efektivitas operasinya di tengah situasi 

darurat.17  
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Keterbatasan Logistik dan Infrastruktur Internal 

Médecins Sans Frontières (MSF) kerap dihadapkan pada tantangan 

signifikan dalam melaksanakan operasi kemanusiaan di wilayah konflik. 

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, seperti alat 

medis, obat-obatan, dan sarana transportasi. Kondisi ini berdampak 

langsung terhadap kemampuan MSF dalam memberikan pelayanan 

kesehatan yang memadai kepada populasi terdampak, sehingga menuntut 

efisiensi dan prioritisasi dalam setiap tindakan medis yang dilakukan.18 

Keterbatasan alat medis dan obat-obatan menyebabkan MSF harus 

melakukan seleksi ketat terhadap pasien yang membutuhkan perawatan. 

Dalam banyak kasus, prioritas diberikan kepada pasien dengan kondisi 

paling kritis, sementara pasien dengan kebutuhan medis non-darurat harus 

menunggu lebih lama untuk mendapatkan penanganan.19 Situasi ini tidak 

hanya meningkatkan tekanan terhadap tenaga medis di lapangan, tetapi juga 

berpotensi memperburuk kondisi kesehatan komunitas yang dilayani. 

Di samping keterbatasan sumber daya eksternal, hambatan internal 

dalam manajemen rantai pasokan turut memperburuk situasi. 

Permasalahan dalam pengadaan, distribusi, dan penyimpanan logistik medis 

sering kali menyebabkan keterlambatan penyaluran bantuan.20 Efektivitas 

operasi MSF sangat bergantung pada kelancaran rantai pasokan tersebut, 

sehingga peningkatan kapasitas manajemen logistik menjadi aspek krusial 

dalam mendukung keberhasilan misi kemanusiaan di wilayah konflik. 
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Faktor Eksternal 

Faktor Politik 

Myanmar memiliki sejarah panjang dengan rezim militer yang otoriter, 

yang memainkan peran signifikan dalam mengendalikan akses organisasi 

internasional. Pemerintah Myanmar sering kali memandang organisasi 

internasional sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan legitimasi 

politiknya. Dalam konteks Rohingya, Pemerintah Myanmar secara resmi 

menolak pengakuan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya, dengan 

alasan bahwa mereka bukan merupakan kelompok etnis asli negara tersebut. 

Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh, 

meskipun banyak dari mereka telah tinggal di wilayah Rakhine selama 

beberapa generasi. Penolakan ini berakar pada Undang-Undang 

Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, yang tidak memasukkan Rohingya 

dalam daftar kelompok etnis yang diakui sebagai warga negara.  

Akibatnya, mereka mengalami berbagai bentuk diskriminasi, termasuk 

keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, 

pekerjaan, serta kebebasan bergerak di dalam negeri. Penolakan 

kewarganegaraan ini juga menjadi salah satu faktor utama yang memicu 

krisis kemanusiaan dan pengungsian besar-besaran ke negara-negara 

tetangga, seperti Bangladesh dan Malaysia.21 

Mendiskreditkan organisasi internasional, termasuk Médecins Sans 

Frontières (MSF), dengan menyebarkan tuduhan bahwa organisasi tersebut 

memberikan dukungan terhadap gerakan separatis atau bahkan 

menyalurkan bantuan kepada kelompok yang dicap sebagai "teroris." 

Tuduhan semacam ini sering kali digunakan oleh pihak berwenang atau 

kelompok tertentu untuk melemahkan kredibilitas organisasi kemanusiaan 

dan membatasi ruang gerak mereka dalam memberikan bantuan. Selain itu, 

narasi semacam ini dapat memicu sentimen negatif di kalangan masyarakat, 
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yang pada akhirnya menghambat akses organisasi tersebut ke wilayah yang 

membutuhkan bantuan medis. Upaya mendiskreditkan MSF juga dapat 

menciptakan hambatan diplomatik dan administratif, seperti penolakan izin 

operasional atau pembatasan akses terhadap daerah terdampak konflik, 

yang semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.22 

Menerapkan pembatasan administratif yang ketat dapat menghambat 

upaya bantuan kemanusiaan yang efektif. Salah satu bentuknya adalah 

penerapan perizinan yang berbelit-belit, di mana para pekerja kemanusiaan 

harus melalui serangkaian prosedur yang rumit dan memakan waktu untuk 

memperoleh izin yang diperlukan. Proses ini sering kali tidak hanya 

memperlambat waktu respons terhadap kebutuhan mendesak di lapangan, 

tetapi juga menambah beban administratif yang tidak proporsional.  

Selain itu, kontrol ketat terhadap pergerakan pekerja kemanusiaan 

juga sering diterapkan, membatasi kebebasan mereka dalam menjangkau 

area-area yang membutuhkan bantuan. Pembatasan ini dapat mempersulit 

distribusi bantuan yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta menghambat 

upaya untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang paling 

membutuhkan. Secara keseluruhan, kebijakan administratif yang terlalu 

ketat dan birokratis dapat memperburuk kondisi di lapangan dan 

menghambat misi kemanusiaan yang seharusnya dapat dijalankan dengan 

lebih efisien dan responsif.23 

Faktor Hukum 

Kerangka hukum domestik di Myanmar menunjukkan kecenderungan 

yang membatasi ruang gerak organisasi internasional, terutama yang 

bergerak di bidang kemanusiaan dan advokasi hak asasi manusia. Salah satu 

regulasi yang menjadi sorotan utama adalah Undang-Undang Organisasi 

Non-Pemerintah, yang mengatur keberadaan serta operasional organisasi 

non-pemerintah di wilayah negara tersebut. Undang-undang ini mewajibkan 
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setiap organisasi untuk memperoleh izin resmi dari otoritas lokal sebelum 

dapat menjalankan aktivitasnya. Proses perizinan tersebut melibatkan 

pengajuan dokumen administratif, verifikasi tujuan organisasi, serta evaluasi 

terhadap dampak dari kegiatan yang dilakukan. Meskipun secara formal 

bertujuan untuk menjaga agar kegiatan organisasi tidak bertentangan 

dengan hukum nasional dan kepentingan negara, dalam praktiknya aturan 

ini seringkali digunakan sebagai alat untuk membatasi organisasi yang 

dianggap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Akibatnya, organisasi non-

pemerintah tidak hanya menghadapi hambatan birokrasi, tetapi juga 

tekanan politik yang dapat membatasi independensi mereka dalam 

menjalankan program bantuan dan advokasi.  

Keterbatasan hukum ini semakin diperkuat dengan adanya kebijakan 

pembatasan akses ke wilayah konflik, yang diberlakukan oleh pemerintah 

Myanmar dengan dalih menjaga keamanan nasional. Dalam konteks konflik 

bersenjata atau ketegangan etnis seperti yang terjadi di Negara Bagian 

Rakhine, akses ke daerah-daerah tersebut sering kali ditutup bagi organisasi 

asing, termasuk lembaga kemanusiaan. Pemerintah beralasan bahwa 

kehadiran pihak luar dapat memperkeruh situasi dan membahayakan 

keselamatan warga sipil serta petugas lapangan. Namun, kenyataannya, 

kebijakan ini menghambat distribusi bantuan penting seperti obat-obatan, 

tenaga medis, makanan, dan air bersih yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat terdampak. Organisasi seperti Médecins Sans Frontières 

mengalami kesulitan besar dalam menjangkau komunitas yang 

membutuhkan, sehingga krisis kemanusiaan semakin memburuk tanpa 

adanya intervensi yang memadai. Pembatasan akses ini memperjelas 

bagaimana kebijakan domestik dapat berdampak langsung pada efektivitas 

respon internasional terhadap situasi darurat kemanusiaan.24 
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Lebih jauh lagi, permasalahan hukum di Myanmar tidak hanya 

berhenti pada regulasi domestik dan pembatasan akses, tetapi juga 

mencakup ketidakhadiran mekanisme hukum internasional yang dapat 

menjamin keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, terutama 

etnis Rohingya. Salah satu kendala utama adalah penolakan Myanmar 

terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mengingat negara 

tersebut bukan pihak dalam Statuta Roma. Hal ini menyebabkan ICC tidak 

memiliki dasar hukum untuk secara otomatis menyelidiki kejahatan 

terhadap kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Penolakan pemerintah 

untuk bekerja sama dalam penyelidikan lebih lanjut memperburuk situasi, 

karena berbagai laporan mengenai pembunuhan massal, pemerkosaan, dan 

pengusiran paksa tidak dapat diproses secara hukum di tingkat 

internasional. Meskipun terdapat upaya dari negara-negara lain untuk 

membawa kasus ini ke ICC melalui rujukan Dewan Keamanan PBB, proses 

tersebut kerap terhambat oleh dinamika politik global, termasuk hak veto 

dari negara-negara yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut. 

Dengan demikian, rangkaian faktor hukum di Myanmar, mulai dari 

regulasi nasional yang membatasi, pembatasan akses ke wilayah terdampak, 

hingga ketidakefektifan mekanisme internasional secara keseluruhan 

membentuk suatu sistem yang menghambat upaya organisasi internasional 

dalam memberikan bantuan dan memperjuangkan keadilan. Situasi ini 

menyoroti perlunya reformasi hukum baik di tingkat domestik maupun 

internasional, guna memastikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan dan 

keadilan tetap dapat ditegakkan meskipun di tengah tantangan politik dan 

hukum yang kompleks.25 

Faktor Sosial 

Pandangan sosial yang negatif terhadap Rohingya merupakan salah 

satu hambatan signifikan yang dihadapi oleh Médecins Sans Frontières (MSF) 

dalam menjalankan misi kemanusiaannya di Myanmar. Narasi kebencian 
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yang terus disebarluaskan oleh tokoh agama serta media lokal turut 

memperparah diskriminasi sosial terhadap komunitas Rohingya. Beberapa 

tokoh agama menggunakan retorika yang menggambarkan Rohingya sebagai 

ancaman terhadap identitas nasional dan agama mayoritas, yang kemudian 

memperkuat sentimen anti-Rohingya di kalangan masyarakat luas. Media 

lokal pun tidak kalah berperan dalam memperburuk stigma ini, melalui 

pemberitaan yang bias dan tidak berimbang. Rohingya sering kali 

digambarkan sebagai kelompok tanpa hak atas tanah maupun 

kewarganegaraan, sehingga menumbuhkan persepsi bahwa mereka adalah 

kelompok asing yang tidak layak berada di Myanmar. Stigmatisasi ini bukan 

hanya menciptakan segregasi sosial yang dalam, tetapi juga memperkuat 

legitimasi tindakan kekerasan dan represif, baik dari negara maupun 

kelompok ekstremis.26 

Situasi ini semakin diperumit oleh adanya dukungan sebagian 

masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi ruang 

gerak organisasi internasional seperti MSF di wilayah Rakhine. Dukungan ini 

lahir dari campuran antara sentimen nasionalisme, persepsi negatif terhadap 

Rohingya, dan pengaruh kuat dari narasi yang dibentuk oleh pemerintah 

serta media lokal. Banyak warga Rakhine melihat kehadiran organisasi 

internasional sebagai bentuk intervensi asing yang dapat mengganggu 

stabilitas sosial dan politik. Pandangan ini diperkuat oleh sejarah panjang 

ketegangan etnis di wilayah tersebut, yang membuat kelompok Rohingya 

kerap diposisikan sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Pemerintah 

Myanmar turut berperan aktif dalam membentuk opini publik dengan 

menggambarkan organisasi internasional sebagai aktor yang memihak 

Rohingya, sehingga memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap misi 

kemanusiaan yang sebenarnya bersifat netral. Beberapa kelompok nasionalis 

bahkan menyambut baik kebijakan pembatasan ini sebagai langkah untuk 
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menjaga kedaulatan negara. Meskipun demikian, terdapat pula segelintir 

masyarakat yang menyadari pentingnya peran organisasi kemanusiaan, 

namun suara mereka sering kali terbungkam oleh tekanan sosial dan politik 

yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap 

kebijakan pemerintah bukanlah suatu hal yang seragam, melainkan 

mencerminkan dinamika sosial yang kompleks.27 

Ketidakstabilan hubungan antar-etnis di wilayah Rakhine juga 

menambah beban bagi organisasi kemanusiaan. Kurangnya solidaritas 

antar-kelompok menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pekerja 

kemanusiaan, yang dalam praktiknya menghadapi berbagai rintangan, baik 

administratif, logistik, maupun ancaman terhadap keselamatan. Ketegangan 

yang ada sering kali melahirkan rasa tidak percaya terhadap pihak luar, 

termasuk terhadap MSF yang berusaha memberikan bantuan secara netral. 

Dalam kondisi semacam ini, bantuan yang ditawarkan pun tidak jarang 

ditolak karena dicurigai berpihak pada satu kelompok tertentu. Propaganda 

dan sentimen politik yang mengiringi kerja-kerja kemanusiaan menambah 

kesulitan dalam menyalurkan bantuan secara efektif. Akibatnya, krisis 

kemanusiaan yang terjadi di wilayah ini semakin sulit untuk ditangani, dan 

kelompok rentan seperti Rohingya terus berada dalam kondisi yang 

terpinggirkan, tanpa jaminan perlindungan ataupun akses terhadap 

kebutuhan dasar mereka.28 

Faktor Keamanan 

Situasi keamanan di wilayah Rakhine menjadi salah satu faktor utama 

yang menyebabkan pelarangan atau pembatasan operasi kemanusiaan di 

Myanmar. Kondisi ini didorong oleh konflik bersenjata yang terus 

berlangsung antara militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, 
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dengan kelompok bersenjata lokal, salah satunya adalah Arakan Rohingya 

Salvation Army (ARSA). Pertempuran yang kerap terjadi di wilayah Rakhine 

memicu peningkatan ketegangan dan menciptakan lingkungan yang tidak 

aman, tidak hanya bagi masyarakat sipil, tetapi juga bagi para pekerja 

kemanusiaan. Keberadaan ARSA sebagai kelompok yang mengklaim 

memperjuangkan hak-hak etnis Rohingya sering kali direspons dengan 

tindakan militer yang intens, yang meskipun bertujuan untuk menumpas 

kelompok pemberontak, justru sering kali berujung pada pelanggaran hak 

asasi manusia. Dalam praktiknya, operasi militer ini kerap disertai dengan 

serangan terhadap warga sipil serta pembatasan terhadap akses bantuan, 

sehingga memperumit upaya organisasi kemanusiaan dalam menyalurkan 

pertolongan kepada korban konflik..29 

Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, para pekerja 

kemanusiaan menghadapi berbagai bentuk ancaman serius. Serangan fisik, 

penyanderaan, dan intimidasi menjadi risiko yang nyata, baik yang berasal 

dari militer maupun kelompok bersenjata non-negara. Tidak jarang, bahkan 

sebagian masyarakat lokal menunjukkan sikap penolakan terhadap 

kehadiran organisasi internasional karena dipengaruhi oleh rasa curiga, 

ketidakpercayaan, atau persepsi negatif bahwa organisasi tersebut berpihak 

kepada kelompok tertentu dalam konflik. Faktor-faktor ini diperparah oleh 

lemahnya perlindungan hukum serta minimnya jaminan keamanan yang 

diberikan oleh pemerintah Myanmar kepada para staf kemanusiaan, 

sehingga menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan terhadap 

berbagai bentuk kekerasan, termasuk penculikan dan pembunuhan.30 

Selain itu, blokade militer yang diberlakukan di beberapa wilayah juga 

menjadi kendala besar dalam operasi kemanusiaan. Penutupan jalur 

transportasi darat, laut, maupun udara menyebabkan distribusi bantuan 

seperti makanan, obat-obatan, dan perlengkapan darurat menjadi sangat 

terbatas atau bahkan mustahil dilakukan. Blokade ini tidak hanya 

                                            
29 Reuters Special Reports. “Myanmar Burning: Inside the Expulsion of the Rohingya.” (2018) 
30 International Crisis Group “Myanmar’s Rohingya Crisis Enters a Dangerous New Phase” 

Crisisgroup.org (2017) 



berdampak pada terhambatnya penyaluran bantuan, tetapi juga 

memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah, seperti kelangkaan 

bahan pangan, penyebaran penyakit, serta peningkatan angka kelaparan dan 

malnutrisi di kalangan masyarakat yang terisolasi. Di sisi lain, kondisi medan 

konflik yang sulit dijangkau dan tekanan politik yang menyertai kebijakan 

blokade menambah beban serta risiko yang harus dihadapi oleh para relawan 

dan tenaga medis di lapangan. Semua tantangan ini menjadikan upaya 

kemanusiaan di wilayah Rakhine dan sekitarnya sebagai tugas yang tidak 

hanya berat, tetapi juga sangat berbahaya, terutama tanpa adanya jaminan 

keamanan dan akses yang memadai dari pihak berwenang.31 

Upaya Mengatasi Hambatan 

Meskipun Médecins Sans Frontières (MSF) telah menunjukkan komitmen 

yang kuat dalam memberikan bantuan medis dan kemanusiaan kepada 

komunitas Rohingya yang terpinggirkan, berbagai hambatan serius terus 

menghalangi efektivitas intervensi mereka. Hambatan tersebut tidak hanya 

bersifat teknis dan logistik, tetapi juga mencakup kendala politik, keamanan, 

dan sosial yang kompleks. Situasi ini menuntut adanya strategi yang tidak 

hanya adaptif tetapi juga kolaboratif, agar misi kemanusiaan dapat tetap 

berjalan di tengah dinamika konflik yang tak menentu. Oleh karena itu, 

penting untuk menelaah bagaimana MSF berupaya mengatasi tantangan-

tantangan tersebut demi memastikan bahwa bantuan tetap dapat 

menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Berikut beberapa langkah 

yang telah dilakukan MSF untuk mengatasi hambatan ini: 

Penyediaan Layanan Kesehatan di Wilayah Terpencil dan Terdampak 

Konflik di Myanmar 

Médecins Sans Frontières (MSF) telah berupaya keras untuk menyediakan 

layanan kesehatan dasar di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang 

merupakan wilayah dengan ketegangan etnis dan konflik berkepanjangan, 
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khususnya yang melibatkan komunitas Rohingya. Meskipun menghadapi 

berbagai tantangan, termasuk pembatasan akses yang ketat dan situasi 

keamanan yang tidak stabil, MSF tetap berkomitmen untuk menjalankan 

misinya. Organisasi ini secara aktif melakukan negosiasi dengan otoritas 

lokal demi mendapatkan izin operasional yang diperlukan agar pelayanan 

kesehatan bisa terus berlanjut. Selain itu, MSF juga melatih tenaga 

kesehatan lokal untuk meningkatkan kapasitas layanan serta memastikan 

keberlanjutan program meskipun dalam kondisi yang serba terbatas.  

Namun demikian, pada Mei 2013, berbagai laporan mengungkapkan 

bahwa pemerintah Myanmar memberlakukan pembatasan yang semakin 

ketat terhadap akses kemanusiaan, yang secara langsung berdampak pada 

kemampuan MSF dalam menjangkau komunitas-komunitas yang paling 

rentan, termasuk populasi Muslim di Rakhine seperti etnis Rohingya. 

Pembatasan ini mencakup larangan perjalanan, birokrasi yang menghambat, 

serta penolakan izin yang kerap terjadi secara tiba-tiba. Akibatnya, MSF 

mengalami kesulitan besar dalam memberikan perawatan medis yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk layanan darurat, imunisasi, dan 

pengobatan penyakit menular. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius 

terhadap hak atas kesehatan bagi komunitas Rohingya yang selama ini 

sudah mengalami diskriminasi sistematis dan keterbatasan akses terhadap 

layanan dasar.32 

Respon Darurat di Kamp Pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. 

Setelah eksodus massal etnis Rohingya ke Bangladesh pada tahun 2017 

akibat kekerasan dan penindasan di negara bagian Rakhine, Myanmar, 

Médecins Sans Frontières (MSF) secara signifikan meningkatkan cakupan 

dan intensitas operasinya di wilayah Cox's Bazar, lokasi yang menjadi tujuan 

utama para pengungsi. Menanggapi kebutuhan mendesak akan layanan 

medis, MSF mendirikan dan mengoperasikan sejumlah fasilitas kesehatan, 

termasuk rumah sakit darurat, klinik keliling, dan pusat kesehatan primer, 

untuk menjangkau populasi yang rentan dan seringkali tidak memiliki akses 

terhadap pelayanan medis dasar. Layanan yang diberikan mencakup 
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perawatan kesehatan umum, dukungan medis untuk ibu hamil dan anak-

anak, penanganan penyakit menular, serta dukungan kesehatan mental bagi 

para pengungsi yang mengalami trauma berat akibat kekerasan yang mereka 

alami maupun kondisi kehidupan di kamp pengungsian. Pada bulan Oktober 

2017, hanya dalam waktu kurang dari dua bulan sejak awal krisis, MSF 

melaporkan telah memberikan pelayanan medis kepada lebih dari 30.000 

pasien, angka yang mencerminkan urgensi dan skala krisis kemanusiaan 

yang terjadi.33 

Advokasi Kemanusiaan Internasional 

Lembaga medis internasional Médecins Sans Frontières (MSF) secara 

aktif mengadvokasi komunitas internasional untuk memberikan perhatian 

serius terhadap kondisi kemanusiaan yang memburuk di kalangan etnis 

Rohingya. Melalui berbagai laporan, pernyataan resmi, dan kerja sama 

dengan organisasi kemanusiaan lainnya, MSF menyoroti penderitaan yang 

dialami oleh para pengungsi Rohingya akibat krisis berkepanjangan, 

termasuk keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, makanan, air 

bersih, dan perlindungan dasar. Organisasi ini secara konsisten menyerukan 

kepada pemerintah dan lembaga internasional untuk menjamin akses tanpa 

hambatan terhadap bantuan kemanusiaan serta perlindungan menyeluruh 

bagi para pengungsi, tanpa diskriminasi. Pada November 2024, MSF kembali 

mendesak otoritas terkait, khususnya di Bangladesh dan lembaga 

internasional, untuk mengambil langkah konkret dalam memastikan bahwa 

para pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp-kamp pengungsian dapat 

menerima bantuan secara cepat, aman, dan berkelanjutan, serta 

mendapatkan perlakuan yang bermartabat sesuai prinsip-prinsip hak asasi 

manusia.34 

Penyediaan Layanan Kesehatan Mental 

Menyadari tingginya tingkat trauma yang dialami oleh para pengungsi 

Rohingya akibat kekerasan, pengusiran, dan pengalaman mengerikan 
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lainnya di negara asal mereka, Lembaga Médecins Sans Frontières (MSF) atau 

Dokter Lintas Batas mengambil langkah konkret dengan menyediakan 

layanan kesehatan mental di berbagai kamp pengungsian yang tersebar di 

wilayah Bangladesh. Layanan ini dirancang untuk menjangkau individu dari 

berbagai usia dan latar belakang, mencakup sesi konseling individu maupun 

kelompok, yang bertujuan membantu para pengungsi dalam memproses dan 

mengatasi trauma mendalam yang mereka alami. Dalam sesi-sesi tersebut, 

para konselor berupaya membangun kepercayaan dan menyediakan ruang 

aman bagi para pengungsi untuk mengungkapkan perasaan mereka, 

membicarakan pengalaman masa lalu, serta mencari cara-cara untuk 

membangun ketahanan psikologis.  

Pada Desember 2019, MSF secara khusus menyoroti pentingnya 

intervensi kesehatan mental ini, mengingat banyak pengungsi Rohingya 

menghadapi tekanan psikologis berat, seperti kecemasan, depresi, hingga 

gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang diperparah oleh kondisi 

kehidupan di kamp yang serba kekurangan dan ketidakpastian yang terus 

menghantui masa depan mereka. Layanan ini menjadi sangat krusial sebagai 

bagian dari upaya pemulihan holistik bagi komunitas Rohingya yang telah 

lama mengalami penindasan dan keterasingan.35 

Kesimpulan 

Médecins Sans Frontières (MSF) menghadapi berbagai hambatan 

dalam menjalankan misi kemanusiaan di Myanmar, khususnya dalam 

membantu etnis Rohingya. Hambatan-hambatan tersebut dapat 

dikategorikan ke dalam empat faktor utama, yaitu politik, hukum, sosial, dan 

keamanan. 

Secara politik, pemerintah Myanmar secara sistematis menolak 

pengakuan kewarganegaraan bagi etnis Rohingya serta menerapkan berbagai 

kebijakan yang membatasi ruang gerak organisasi internasional, termasuk 

MSF. Pemerintah juga mendiskreditkan MSF dengan tuduhan mendukung 

kelompok separatis, serta menerapkan pembatasan administratif yang ketat, 

                                            
35 Médecins Sans Frontières USA (2019) “Treating the unseen wounds of Rohingya refugees 
in Bangladesh”.  



seperti prosedur perizinan yang berbelit-belit dan pengawasan ketat terhadap 

aktivitas kemanusiaan.  

Dalam aspek hukum, regulasi domestik Myanmar, seperti Undang-

Undang Organisasi Non-Pemerintah dan kebijakan pembatasan akses ke 

wilayah konflik, semakin memperumit upaya MSF dalam menyalurkan 

bantuan medis. Selain itu, penolakan Myanmar terhadap yurisdiksi 

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menghambat upaya hukum 

internasional dalam menegakkan keadilan bagi etnis Rohingya.  

Faktor sosial juga menjadi hambatan signifikan, di mana narasi 

kebencian yang disebarluaskan oleh tokoh agama dan media lokal 

memperburuk diskriminasi terhadap Rohingya serta menciptakan 

ketidakpercayaan terhadap organisasi kemanusiaan. Selain itu, dukungan 

masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah, yang didorong oleh 

sentimen nasionalisme dan propaganda anti-Rohingya, turut menghambat 

akses MSF ke komunitas yang membutuhkan bantuan.  

Dari sisi keamanan, konflik bersenjata yang melibatkan militer 

Myanmar dan kelompok pemberontak, seperti Arakan Rohingya Salvation 

Army (ARSA), menempatkan staf kemanusiaan dalam risiko tinggi. Ancaman 

serangan terhadap pekerja MSF, blokade militer terhadap wilayah 

terdampak, serta ketidakstabilan situasi di lapangan semakin membatasi 

efektivitas operasi kemanusiaan MSF.  

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya strategis seperti 

dialog diplomatik yang lebih intensif antara organisasi kemanusiaan dan 

pemerintah Myanmar, advokasi di tingkat internasional, serta peningkatan 

koordinasi antara aktor-aktor kemanusiaan guna memastikan bahwa 

bantuan tetap dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Selain 

itu, tekanan dari komunitas internasional, baik melalui sanksi maupun 

mekanisme diplomatik lainnya, perlu terus dilakukan guna mendorong 

Myanmar agar memberikan akses lebih luas bagi organisasi kemanusiaan.  

Dengan demikian, meskipun tantangan yang dihadapi MSF dalam 

membantu etnis Rohingya di Myanmar sangat kompleks, terdapat berbagai 

strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan 



tersebut demi memastikan bahwa prinsip kemanusiaan tetap dapat 

ditegakkan di tengah krisis yang sedang berlangsung. 
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